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BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 18
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

CA Menimbang

Aa Mengingat

b.

MANDAILING NATAL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 361 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana kerja Pemerintah Daerah:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Mandailing Natal
Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021:

a.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Mandailing Natal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1588 Tambahari
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794|:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4286j:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438|:

3

A4



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5537) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencanakerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

5.
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Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 590):

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah,

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007
Nomor 22),

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun
2017 Nomor 1):

16. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor 18).AN

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 18 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021.

PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor 18) diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen
perubahan dari RKPD Tahun 2021 yang disusun
berdasarkan perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun
2020, menjadi perubahan kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan susunan

pembangunan, serta rencana program dan kegiatan
prioritas daerah.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
bagi OPD dalam rangka menyusun Rencana Anggaran OPD
Tahun Anggaran 2021.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 3
Dalam rangka penyusunan Rancangan P. APBD Tahun 2021:
a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun

2021 sebagai bahan penyusunan Perubahan KUA Tahun
Anggaran 2021 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran
2021, dan

b. OPD menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2021 dalam melakukan
pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran OPD bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing
Natal.

C

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
Perubahan RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

N Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 3 Sepkember 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
AN pada tanggal Sepember 20213

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,
“an
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BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 23
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